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ABSTRAK
Pengawasan Upah Minimum Sektoral Pada Provinsi Sumatera Selatan adalah kegiatan untuk menjamin agar setiap pengusaha dan perusahaan-perusahaan yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan upah kepada pekerja/buruh tidak menyimpang dari Upah Minimum Sektoral yang telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Kenyataan di lapangan sering terjadi salah satunya masih adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap Upah Minimum Pekerja pada Perusahaan Perkebunan kelapa sawit salah satunya yaitu kurangnya pengawasan terhadap upah yang di terima tidak sesuai dengan ketetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan yang telah ditetapkan, Masih adanya Perusahaan yang tidak mmebayar lembur mengikuti Upah Minimum sektoral untuk pekerja dilapangan  yang jam kerja selama 8 jam lebih dianggap lembur, Belum adanya sanksi tegas bagi Perusahaan terhadap Penetapan Upah Minimum Sektoral yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Kurangnya Kepedulian Perusahaan tentang pentingnya Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumsel, serta Kurangnya informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumsel terhadap Pihak Perusahaan mengenai sistem upah minimum tenaga kerja dan standar yang ditetapkan oleh Perusahaan terhadap Karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Analisis Pelaksanaan Pengawasan Upah Minimum Sektor Perkebunan Kelapa sawit di Provinsi Sumatera selatan. ditemukan hasil bahwa ada sebagian yang telah berjalan dengan baik dan ada juga yang belum berjalan dengan baik  salah satunya Menetapkan ukuran dan standar adalah mewajibkan perusahaan dalam menetapkan upah minimum Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi sumatera Selatan sebesar 3.404.177 yang berlaku per 3 Februari Tahun tahun 2022 sesuai dengan ketetapan Undang-Undang No. 11 tahun 2021.

Kata kunci : Pelaksanaan Pengawasan, Upah Minimum, Sektor Perkebunan Kelapa Sawit


ABSTRACT
The Supervision of Sectoral Minimum Wage in South Sumatra Province is an activity aimed at ensuring that every employer and company in South Sumatra Province, in providing wages to workers, does not deviate from the Sectoral Minimum Wage set by the Governor of South Sumatra Province. In practice, there are often deviations from the Minimum Wage for Workers in palm oil plantation companies. One of the issues is the lack of supervision over wages that do not comply with the provisions of the South Sumatra Provincial Sectoral Minimum Wage, which has been established. Some companies fail to pay overtime according to the Sectoral Minimum Wage for workers who work more than 8 hours a day. There is also a lack of strict penalties for companies that do not comply with the legal provisions on Minimum Sectoral Wage determination, and a lack of awareness among companies about the importance of the South Sumatra Provincial Sectoral Minimum Wage. Furthermore, there is insufficient information and socialization provided by the South Sumatra Provincial Manpower Office to companies regarding the minimum wage system for labor and the standards set by companies for their employees. The purpose of this research is to analyze the Implementation of Supervision of the Sectoral Minimum Wage for Palm Oil Plantation in South Sumatra Province. The results revealed that some aspects have been implemented effectively, while others have not, such as setting the measurement and standards, which oblige companies to establish the Sectoral Minimum Wage for Palm Oil Plantation in South Sumatra Province, amounting to 3,404,177 as of February 3, 2022, following the provisions of Law No. 11 of 2021.
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I. 

PENDAHULUAN
Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia termasuk diantaranya
perlindungan terhadap pekerja, perlindungan terhadap pekerja merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perlindungan terhadap warga negara sebagai kewajiban negara. Perlindungan pekerja secara yuridis diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan). Menurut Pasal 1 angka 3 UU tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dihilangkan. 
Pelaksanaan pengawasan Upah Minimum Sektoral di Provinsi Sumatera Selatan adalah tindakan untuk memastikan bahwa setiap pengusaha dan perusahaan di Provinsi Sumatera Selatan memberikan upah kepada pekerja/buruh 

sesuai dengan Upah Minimum Sektoral yang telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Pengawasan ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan, dan berdasarkan kebijakan upah minimum yang telah diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan, kebijakan ini kemudian diterapkan di seluruh perusahaan di Provinsi Sumatera Selatan.
Pelaksanaan Pengawasan ini sangat diperlukan dan harus dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan untuk mencegah segala penyimpangan yang mungkin akan terjadi dan memberikan sanksi atas penyimpangan yang sudah terjadi. 
Kenyataan di lapangan sering terjadi salah satunya masih adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap Upah Minimum Pekerja pada Perusahaan Perkebunan kelapa sawit salah satunya yaitu kurangnya pengawasan terhadap upah yang di terima tidak sesuai dengan ketetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan yang telah ditetapkan, Masih adanya Perusahaan yang tidak mmebayar lembur mengikuti Upah Minimum sektoral untuk pekerja dilapangan  yang jam kerja selama 8 jam lebih dianggap lembur, Belum adanya sanksi tegas bagi Perusahaan terhadap Penetapan Upah Minimum Sektoral yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Kurangnya Kepedulian Perusahaan tentang pentingnya Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumsel, serta Kurangnya informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumsel terhadap Pihak Perusahaan mengenai sistem upah minimum tenaga kerja dan standar yang ditetapkan oleh Perusahaan terhadap Karyawan.
	Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut serta mengingat pentingnya  Analisis Pelaksanaan Pengawasan Upah Minimum Sektoral di Provinsi Sumatera Selatan agar dapat berjalan secara baik, maka peneliti ingin mengadakan penelitian dan penulis  tertarik untuk  meneliti masalah tersebut dalam sebuah  tesis  yang  berjudul: “ Analisis Pelaksanaan Pengawasan Upah Minimum Sektor Perkebunan Kelapa sawit di Provinsi Sumatera selatan”.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Analisis Pelaksanaan Pengawasan Upah Minimum Sektor Perkebunan Kelapa sawit di Provinsi Sumatera selatan.
Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengoptimalisasi atau penyelesaian masalah yang timbul dalam Upah Minimum Pekerja dan Ketenagakerjaan.
	
TINJAUAN PUSTAKA
1. Pelaksanaan
Pelaksanaan berarti suatu tindakan untuk dapat mengusahakan agar semua anggota kelompok mau bekerja dengan senang hati sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia susunan Poerwadarminta (2005:553) yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah ”perbuatan ata.u melaksanakan”. Sedangkan pelaksanaan menurut Wastra (1981:231) adalah seorang petugas melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan bidang tugas, wewenang dan tanggung jawab.
2. Pengawasan
Pengawasan dapat didefenisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Menurut Robert J.Mockler dalam Yahya (2006:134), adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standard pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyipangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efesien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.
3. Upah 
	Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai ganti layanan yang diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja. Upah ini ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau ketentuan hukum yang berlaku, dan mencakup tunjangan bagi pekerja dan keluarganya dalam kaitannya dengan pekerjaan atau jasa yang telah diberikan atau akan diberikan.	Upah adalah kompensasi yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan atau akan dilakukan oleh pekerja. Upah ini dinyatakan dalam bentuk uang dan besarnya ditetapkan sesuai dengan perjanjian atau peraturan hukum yang berlaku. Upah ini merupakan inti dari perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, meskipun dalam kenyataannya beberapa orang bekerja hanya karena alasan gengsi.( Darwan Prints,2000).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah. Penulis adalah sebagai kunci karena teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam pendekatan kualitatif bersifat induktif.
Penelitian ini diukur dengan indikator Teori Pengawasan Menurut Manullang (2008:173) terdiri dari beberapa Dimensi Menentukan Ukuran dan Satndar, Mengadakan Tindakan penilaian dan Mengadakan tindakan perbaikan, yang menjadi indikator pengukurannya seperti dibawah ini :

Tabel 1. Matriks Variabel dan Indikator
	Variabel
	Indikator

	Menentukan Ukuran Satndar
	0. Menetapkan Upah Minimum Sektoral sesuai dengan Ketetapan Undang-Undang
0. Memberikan Informasi melalui sosialisasi terhadap Pihak Perusahaan mengenai sistem upah minimum Sektoral Provinsi sesuai standar yang ditetapkan

	Menentukan Standar
	a. Kewajiban dalam menetapkan upah minimum sektoral sesuai Posedur yang telah ditetapkan 
b. Kewajiban bahwa jam kerja selama 8 jam lebih dianggap lembur.

	Mengadakan Tindakan penilain
	a. Dilakukan Pemeriksaan rutin untuk memantau pelaksanaan UMSP terhadap Perusahaan
b. Hasil Pekerjaan yang berbentuk  laporan/pengaduan 

	Mengadakan tindakan perbaikan  
	1. Memperbaiki penyimpangan yang terjadi 
1. Adanya sansi tegas kepada Perusahaan yang tidak membeikan gaji karyawan sesuai dengan Upah Minimum Sektoral Provinsi  


Sumber : Manullang (2008:173)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Menentukan Ukuran dan Standar
a. Menentukan Upah Minimum Sektoral Sesuai dengan Ketetapan undang-undang
	Menetapkan upah minimum sektor Perkebunan Kelapa Sawit yang berlaku pada tahun 2022 didasarkan pada UU No. 11 tahun 2020 ttg cipta kerja  PP No. 36 tahun 2021 ttg pengupahan ditetapkan besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan bahwa  kepada Perusahaan Perkebunan  Kelapa Sawit yaitu pada Tahun 2022 sebesar 3.144.446 dan Tahun 2023 sebesar 3.404.177 sebagaimana surat edaran yang sudah disahkan oleh Gubernur Sumatera Selatan kemudian diterapkan diseluruh Perusahaan Perkebunan Sawit di Provinsi Sumatera Selatan.
	 Berdasarkan dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Menetapkan Upah Minimum Sektoral sesuai dengan Ketetapan Undang-Undang saat ini sudah berjalan dengan baik karena Menetapkan Upah Minimum Sektoral Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Ketetapan Undang-Undang No. 11 tahun 2021, namun masih banyak perusahaan yang terlepas pengawasan dikarena ketiadaan laporan dari pihak perusahaan tersebut atau tidak dicantumkannya alasan serta merta atas pelanggaran ketentuan Upah Minimum sektoral Provinsi Sumatera Selatan.
b. Memberikan Informasi melalui Sosialisasi Terhadap Pihak Perusahaan mengenai Sistem Upah Mininum Serta Standar yang Sitetapkans
	 Berdasarkan wawancara Peneliti dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan, yang mengatakan bahwa: “Informasi melalui sosialisasi terhadap Pihak Perusahaan mengenai sistem upah minimum Sektoral Provinsi sesuai standar yang ditetapkan semestinya dilakukan melalui media massa yaitu dengan konferensi pers oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan sehingga Perusahaan/ Pengusaha membayar upah pekerja dibawah upah minimum sektoral ”.
	  Berdasarkan dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Memberikan Informasi melalui sosialisasi terhadap Pihak Perusahaan mengenai sistem upah minimum Sektoral Provinsi sesuai standar yang ditetapkan saat ini belum berjalan dengan baik karena Kurangnya informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumsel terhadap Pihak Perusahaan mengenai sistem upah minimum tenaga kerja dan standar yang ditetapkan oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Karyawan.
c. Kewajiban dalam Menetapkan Upah Minimum Sektoral Sesuai Prosedur yang Telah Ditetapkan
		Kewajiban Upah minimum sektoral Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun Tahun 2023 sebesar 3.404.177. Pemerintah akan tetap melakukan pembinaan pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dalam menetapkan kewajiban membayar upah pekerjanya sesuai dengan upah minimum sektoral yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan pengupahan harus ada pengawasan dari pemerintah agar tidak bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku.
	 Menurut wawancara Peneliti dengan Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, mengatakan bahwa: “Kewajiban bagi perkebunan kelapa sawit dalam menetapkan upah minimum sektoral sesuai Posedur yang telah ditetapkan dan wajib dibayarkan kepada karyawan sesuai dengan Upah minum sektoral adalah  sebesar 3.404.177 dari Pemerintah kurangnya melakukan pembinaan ataupun pengawasan pada Perusahaan khusunya Perkebunan Kelapa Sawit dalam menetapkan kewajiban membayar upah pekerjanya agar tidak bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku”.
	  Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Kewajiban dalam menetapkan upah minimum sektoral sesuai Posedur yang telah ditetapkan saat ini belum berjalan dengan baik karena Kewajiban dalam menetapkan upah minimum sektoral belum sesuai Posedur yang telah ditetapkan perusahaan yang tidak mengikuti upah minium sektoral serta kurangnya Kepatuhan Perusahaan Perkebunan kelapa sawit terhadap pentingnya Upah Minimum Sektoral bagi Pekerja sesuai dengan Upah minum sektoral Tahun 2023 sebesar 3.404.177.
d. Kewajiban Bahwa Jam Kerja Selama 8 Jam Lebih Dianggap Lembur
        Berdasarkan wawancara Peneliti dengan salah satu Orang Karyawan yang mewakili Perusahaan Perkebunan yang mengatakan bahwa: “Kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit membayar untuk jam kerja selama 8 jam itukan dianggap lembur yang wajib dibayar oleh perusahaan kan, itu karena waktu kerjanya sudah melebihi jam kerja sesui aturan, tapi mengenai kerja lembur itukan harus sesuai dengan hasil kesepakatan antara karyawan/buruh dengan pihak pengusaha”.
		Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Kewajiban bahwa jam kerja selama 8 jam lebih dianggap lembur saat ini belum berjalan dengan baik karena Kewajiban bahwa jam kerja selama 8 jam lebih dianggap lembur ternyata masih adanya Perusahaan khususnya perusahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan yang tidak membayar lembur perkerja dengan tidak mengikuti Upah Minimum sektoral Provinsi Sumsel untuk pekerja dilapangan  yang jam kerja selama 8 jam lebih dianggap lembur.
2. Mendadakan Tindakan Penelitian
a. Dilakukan Pemeriksanaan Rutin Untuk Memantau Pelaksanaan UMSP Terhadap Perusahaan
		Menurut wawancara Peneliti dengan Bapak T salah satu orang Karyawan yang mewakili Perusahaan Perkebunan, yang mengatakan bahwa: “pengawasan dalam pemberian upah minimum sektoral pada Perusahaan Perkebunan kelapa sawit kepada pekerja yang tidak sesuai dengan Prosedur  Sektoral Provinsi Sumatera Selatan yang telah ditetapkan sehingga memanggil pengusaha untuk dialkukan pemeriksaan minimal dalam sebulan 1 kali terhadap Perusahaan agar pengusaha dapat membayar upah buruh  sesuai dengan Upah Minimum Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Selatan”.
	Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Mengadakan Tindakan penilaian dengan cara dilakukan Pemeriksaan rutin untuk memantau pelaksanaan UMSP terhadap Perusahaan saat ini belum berjalan dengan baik karena Dilakukan Pemeriksaan rutin untuk memantau pelaksanaan UMSP terhadap Perusahaan minimal dalam sebulan 1 kali  namun  perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit tidak secara rutin dilakukan pemeriksaan, hal ini memicu menjadikan salah satu penyebab masih banyaknya perusahaan tidak mengikuti upah sesuai yang telah ditetapkan, salah satunya adalah Perkebunan Kelapa Sawit Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Selatan.
b. Hasil Pekerjaan yang Bententuk Laporan/Pengaduan
	Berdasarkan dari wawancara Peneliti dengan Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, mengatakan bahwa: “Hasil pekerjaan yang berbentuk laporan/pengaduan pengaduan pekerja dapat dikatakan cukup maksimal, karena hampir semua pengaduan terkait pengupahan dapat diselesaikan dengan baik. Karena sejauh ini jika kita lihat melalui pengawasan dilapangan masih ada beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit  yang tidak menataati standar pemberian upah minimum sektoral pekerja tidak sesuai dengan standar yang ditentukan dikarenakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang masih berskalanya masih kecil/ swasta sehingga kemampuan untuk membayar upah pekerjanya mencapai upah minimum masih kurang dan belum mampu”.
	Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Hasil Pekerjaan yang berbentuk  laporan/pengaduan dalam pelaksanaan pengawasan upah minimum sektor Perkebunan Kelapa Sawit Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Selatan saat ini sudah berjalan dengan baik karena Hasil pekerjaan yang berbentuk laporan/pengaduan pengaduan pekerja dapat dikatakan cukup maksimal, hampir semua pengaduan terkait pengupahan dapat diselesaikan dengan baik melalui pengawasan dilapangan ternyata masih ada perkebunan kelapa sawit yang berskala kecil/ swasta sehingga kemampuan untuk membayar upah pekerja masih kurang dan belum memenuhi standar Upah Minimum Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Mendadakan Tindakan Perbaikan
a. Memperbaiki Penyimpangan Yang Terjadi
	Menurut wawancara Peneliti dengan Seksi Pembinaan Ketenagakerjaan, yang mengatakan bahwa: “melakukan penyimpangan ataupun pelanggaran mengenai pemberian upah dibawah upah minimum sektoral perkebunan kelapa sawit Provinsi Sumsel akan diproses melalui pemberian nota pemeriksaan berdasarkan pasal 30 mengenai pemberian nota pemeriksaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.33 tahun 2021”.
	Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Memperbaiki penyimpangan yang terjadi dalam pengawasan Upah Minimum Sektor Perkebunan Kelapa Sawit saat ini sudah berjalan dengan baik karena Tindakan perbaikan dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi dengan cara menegur dan memerintahkan pengusaha perkebunan kelapa sawit yang bersangkutan dalam bentuk surat nota pemeriksaan, dan dalam waktu 14 hari, Perkebunan kelapa sawit harus menjawab surat nota pemeriksaan agar mematuhi pembayaran upah kerja sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.
b. Adanya Sanksi Tegas Kepada Perusahaan Yang Tidak Memberikan Gaji Karyawan Sesuai Dengan Upah Minimum Sektoral Provinsi
	Menurut wawancara Peneliti dengan Seksi Pembinaan Ketenagakerjaan, yang mengatakan bahwa: “sampai saat ini belum Belum adanya sanksi tegas bagi Perusahaan terhadap Penetapan Upah Minimum Sektoral yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undanga, karena sanksi hanya diberikan sebatas peringatan tertulis kepada perusahaan namun apabila masih melakukan pelanggaran maka akan dilakukan sanksi denda atau kurungan penjara”.
Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Adanya sanksi tegas kepada Perusahaan yang tidak membeikan gaji karyawan sesuai dengan Upah Minimum Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Selatan saat ini sudah berjalan baik Belum dengan baik karena belum adanya sanksi tegas bagi Perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap Penetapan Upah Minimum Sektoral karena sanksi yang diberikan oleh pengawas Dinas Ketenagakerjaan Proviinsi Sumsel hanya sebatas peringatan tertulis kepada perusahaan namun apabila masih melakukan pelanggaran maka akan dilakukan sanksi denda atau kurungan penjara.

KESIMPULAN
	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Analisis Pelaksanaan Pengawasan Upah Minimum Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Pada Provinsi Sumatera Selatan, Peneliti menggunakan Teori Pengawasan Menurut Manullang (2008:173) diukur melalui Dimensi Menentukan Ukuran dan Satndar, Mengadakan Tindakan penilaian dan Mengadakan tindakan perbaikan sudah berjalan dengan baik dan ada yang belum berjalan dengan baik.
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